Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.KtI

il il ol ol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

antara:

PEMOHON 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXX  XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai Pemohon I;
Dan
PEMOHON 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXxXXxx
XXXXX XXXXxX, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, JAMBI, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon lI;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan permohonannya
permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara nomor
7/Pdt.P/2024/PA.Ktl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 20 Juni 2021, di Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXX;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali
nasab Abang Kandung Pemohon Il bernama Moh Syamsul Arifin, disaksikan
dua orang saksi bernama Sarianto dan Abdul Rahman, dengan mas kawin
uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon | berstatus Duda cerai
Hidup, berdasakan Akta Cerai nomor: 93/AC/2021/PA.Ktl, tertanggal 26
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Februari 2021, dalam usia 22 Tahun, sedangkan Pemohon |l berstatus

Perawan dalam usia 16 Tahun;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga,

hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang untuk

menikah menurut Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada orang

menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il saat ini masih berstatus sebagai

suami isteri dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak

bernama: Alfatih Ikrom Al-farizi, Tempat/tanggal lahir, 03 Agustus 2021;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hingga saat ini belum

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

8. Bahwa ltsbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon | dan Pemohon II untuk

sebagai syarat Pembuatan akta kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon II,

dan sekaligus sebagai bukti outhentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon |

dengan Pemohon |l tersebut, oleh karena itu diperlukan penetapan

pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan yang amarnya

berbunyi, sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (PEMOHON 1)

dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang peristiwva hukumnya terjadi di
Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, pada tanggal 20
Juni 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXxxxX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX;
4, Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Subsider:
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Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kuala
Tungkal telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama
Kuala Tungkal selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal
pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain
yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal sehubungan
dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim
menyarankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mengurus bukti nikahnya
ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas
saran Majelis tersebut Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan pernikahannya
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan
surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon
Il;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon | dan
Pemohon II telah menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan
sebagai berikut:

A. Bukti Surat
Fotokopi Akta Cerai Nomor 93/AC/2021/PA.Ktl Tanggal 26 Februari 2021 atas
nama Pemohon | yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala
Tungkal, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf,
membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

B. Saksi-saksi
1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;
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- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon | dan

Pemohon Il, saksi saudara Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Juni 2021, di xxxxx
XXXXXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi selakau saudara
Kandung Pemohon Il dikarenakan ayah kami sudah lama meninggal
dunia, kakek juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah sarianto dan abdul rahman;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus duda Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah atau
semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk bukti
outhentikbagi keabsahan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxxx,

bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;
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- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada tahun 2021, di

XXXXX XXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi selakau saudara
Kandung Pemohon Il dikarenakan ayah kami sudah lama meninggal
dunia, kakek juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah sarianto dan abdul rahman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus duda Pemohon Il
berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah atau
semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk bukti
outhentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon;
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon |l tidak mengajukan bukti lain lagi,
selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan
permohonannya serta mohon penetapan;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada
Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
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di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan

dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama
Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh
karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam
tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung
Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku
Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang
merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat
perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon |
dan Pemohon Il untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana
pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut
Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il pada intinya adalah Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan telah
melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat
pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon | dan
Pemohon Il dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon | dan
Pemohon Il serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan
keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon | dan Pemohon i
mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini
(persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon | dan Pemohon || mempunyai
hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur
menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh
karenanya Pemohon | dan Pemohon Il harus dapat membuktikan dalil-dalil
permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

| dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta
nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah
dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata
sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870,

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim
ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15
tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan
memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah
memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan
keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan
dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu
dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai
ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksisaksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di xxxxx xxxxxxx tanggal 20
Juni 2021;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi selakau saudara
Kandung Pemohon Il dikarenakan ayah kandungnya sudah lama meninggal
dunia, kakek juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah sarianto dan abdul rahman yang beragama islam da sudah dewasa;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa uang
tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
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- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus duda Pemohon |l berstatus

perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah atau semenda
yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk bukti outhentik
bagi keabsahan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang
beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun,
sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah,

calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap
orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang
Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan
perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan
wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim,
dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul
dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai

pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua
rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim
menilai perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai dengan ketentuan
hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il patut
dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021 di Kecamatan Xxxxx

XXXXXXX, Tanjung Jabung Barat;
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Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal
demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama
hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh
karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana
dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut
bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini
Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut
ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-
hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan
Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan
pernikahan yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam
ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat
3 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan
untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi
lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-
faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang
akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama
untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis
berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut
ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak
negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban
prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah), maka sudah selayaknya dan
seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon | dengan
Pemohon Il patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat
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menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi

Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara ex officio
memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon | dan
Pemohon Il bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan
Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal
91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2, Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1)
dengan Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni
2021 di Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXxXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX;
4, Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Fitrah Nurhalim, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi,
S.Sy,, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ya'akub, S.H.,M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il.

Ketua Majelis,
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Fitrah Nurhalim, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
Peno Rahma Dinata, S.H. Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Ya'akub, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,-

5. Biaya Meterai :  Rp. 10.000,-
JUMLAH :  Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
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